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BUPATI BIMA"

Menimbang a. bahx.a daiam ra*gka pengendalian penyebaran Cara*a
Hjr:.cs -&sesse 3S-:9 {C**id-I9J perl* diduk*ng kesadaram
dari kepatr.rhac rnasyarakat unt*k melaksaxakan
pr*t*k*l k**ehata:: daia::l a:elaksa::akan aktivitas::3'a
serta pengarnarr*.* dar:. peflangana* Iang riiiakr:kan
secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinarnbungan;

bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden
llomor 6 Tahr:n 2*2* tentang Peningkatan Disiplir: dar:
Penegakan Hukum Prctakci Ke*ehatan Dalam
Pencegahan dan Pengendalian Corana ltlrus Disea^se
2O19 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2A2A tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala
Daerah dalam rangka Penerapan Disiptin dan
Penegakan Huk-rm Protokol Kesehatan sebagai Upar:ra
Pencegahan dan Pengendaiian Corana Vints Dl'sec.se
2019, maka untuk menjamin kepastian hukum daiam
penerapan disiplin dan penegakan hukum protocal
kesehatan Corana. l./jnrs llsease 2019 {CAVID-1?} di
Kabupaten Bima, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dat'l
Penegaka* Hr.rktem Pr*tok*i Kesehatan sebagai Upa3..a
Pencegahan dan Pengendalian Carona Virus }lsecse
2019;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalarn Wila_vah
Ilaerah-Daerai: Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tamlrahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1655);
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undang-undaflg Nomor -1 Tahun 198-l tentang wabah
Penyaklt Menular (i,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 2A, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor a723\;

Undang.UndarrgNomor24Tahun2a*Ttentang
p*nanglukngari Bencana iLernbara;r l*fegara Repr.:hrlik

indonJsia Tahun Z*A7 Nomor 66, ?ambahan Lembara:r

Negara Republik l*donesia Nomor a723\;

Undang-UndangNomor36Tahun2009tentang
Kesehalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2*O9 N*mor 14+, Tkffibahan l-embaran Negara Republik

Indonesia Nomar 5063);

Undang-UndangNcmor2sTahun2ol4tentaag
Pemerintahan ilaerah {l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 24+, Tambahan

lembaran i{egara Repukrlik lndonesia Nomcr 5387}

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tenta*g
perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23

Tahua 2014 tentang Pemerintahan Daerah {l,embara*
I{egara ftepribtik Indonesia Tahun 2o15 Nomor 58.

Ta*bahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nom*r
5679]l;

Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2018 te*targ
Kekarantinaan Kesehatan {Lembaran Negara

Repubiik Iadonesia Tahun 2or8 Nomor 128, Tambahari
Lemtraran Negara Republik Indonesia nomor 6236\;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2*19 tenta*g
Pengeiolaan Keuangan Daerah ilembaran Nege'ra

nepittit< Inclcnesia Tahun 2A19 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik lndonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diuhrah terakhir dengan
peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahua
2O1i tentafig Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri l{omor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman

Pengelolaaa Keuangan Daerah {Berita Negara Repu}:iik
trndonesia Tahun 2011 Nomor 31O);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
202O tentang Percepatan Penanganan carona itru-s
lljsease 2019 {COVID 2019} di Lingkungan
pemerintah Daerah {Berita Negara Repuhiik lndonesia
Tahun 2*2* Nomor 2a9];

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Teaggara Barat Nomar 7

Tahun 202* tentang Penanggulangan Peny-akit Menular

{l,embaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tah*n
202A Nomor 7, Tambahan l,embaran Daerah Prcviasi
Nusa Tenggara Barat Nomor 165);

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2o16

tentang Fembentukair dan Susunari Perangkat Daerah

Kabuplten Birna {l,embaran Daerah Katrupaten Bima

Tahun 2a15 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 76);
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MEi,,TUTUSKAN

Meaetapkan PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SE-BAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COR(}}TA YffiUS
lllsEAsE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pas*i I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1" Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Femerintahan Daerah _yang rnemi:npin pelaksanaan urusart pemerintaha*

-yang menjadi kewenangan daerah otcnom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Bupati da* Der,van Perwakila*

Rai<.v*at Daerah Kabupaten Bima dalam penSrelenggaraan urusan ].arg
menjadi kera enangan Daerah.

5. Perilaku Hidup Bersi.h dan Sehat -yang selanjutnya disingkat PHBS adalah
seryrua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran priLradi
sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri
pada bidang kesehatan serta merniliki peran aktif <lalam aktivitas
r:ras_l'arakat.

6. Setiap orang adalah setiap in*ividu baik penduduk asli ataupun pendatallg
dari daerah lain 3,ang berdomisili danlatau trerperyian ke Kabupaten Bima.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ]'ang selanjutn,v-a disingkat
APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Peraerintah Daerah dan Der+'an Pena,akilan Rakyat
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Masker adaiah alat penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung
untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk ke dalam
mulut atau terhirup oleh hidung.

9. Pe,rnbatasan jarak fisik {physical distancing} adalah pengaturan jarak fisik
orang minirnal 1 meter dengan *rang iaia untuk menghindari penularam
virus pada tutruh melaiui percikan droplet dari batuk atau bersin dari
orang yang mungkin terkontaminasi penyakit rnenular atau virus.

1S. Surat Ketetapan Denda Administrasi Pelanggaran Protokol Penanggulangan
Covid-19 yang selanjutnya disingkat SKDA-P3C adalah surat keputusar:
_yaxg rnenentukan besarn_o-a niiai denda administrasi yang u4jib dibayarkaa
oleh setiap orang, dan pengurus tempat dan fasilitas urnum atas
pelanggaran protckol Penanggulangan Covid- 19.

11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah -yang selanjutnya disebut BPBil
adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima"

12" Dinas Kesehatan adalah Diaas Kesehatan Kabupaten Bima.
13. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat SatPol PP adalah SatPcl

PP Kabupatea Bima.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penerapar:
disiplin dan penegakan hukum pratccol kesehatan dalam upaya pencegahan
dan pengendalian Cara*a Virus }isea.se 2il19 {Covid-19}.

L-.'.; !-= L;.-l C -1.--t. .i.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. Meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
b. Memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan COVID-19;
c. Meningkatkan peran serta rnasr*-arakat dalam menekan penyebaran

{f. COVID-19.

Pasai 4

Rualg iingkup Peraturan Bupati ini adalah :

a. Pelaksanaan;
b. Hak dan kewqiiban;
*. Sanksi;
d. Monitoring dan evaluasi;
e. Sosialisasi dan partisipasi; dan
f. Pendanaan.

BAB II
PgLAi{SANAAN

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam Per:aturan Bupati ini meliputi :

a.
b.
L.

Setiap crang;
Pelaku usaha; dan
Pengeloia, penyeienggara atau penanggungiawab tempat dan fasilitas
umum.

Fasal 6

Ter:apat dan fasilitas umum sebagairnana dimaksud dalam Pasai 5 huruf c
r:aeliputi:

*. Perkantoran / tempat ke4a, usaha dan industri;
k*" Sekolah/ institusi pendidikan lainnya;
c. Tempat i,badah;
d. Stasiun, terminal, pelabuhan dan Lrandar udara;
*. Transportasi umum;
t Toko,, pasar sr*'ala3'an darr pasar ralql'at;
g" Apotek dan toko obat;
h. Warung makan, rumah maka*, kafe dan restoran;
i. Pedagang kaki lima/ lapak jalanan;
j. Ferhotelan/penginapan lain yang sejenis;
k. Tempat wisata;
i. Fasilitas pelayanan kesehatan;
in. Tempat/ fasilitas olahraga;
ri. Area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan ada:rya

kerumunan massa; dan
*. Tempat dan fasilitas umum yarrg harus mernperhatikar: protokoi

kesehatan laianya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

' IJaii lk-qh;d lSsl-retori<



Fasal 7

Fenerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Covid-19 pada subyek dan
tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 darl Pasal 6 dilaksanakan oleh
Satuan Tugas Penanganan Covid-tr?.

BAB III
HAK DAN KEU/AJiBAH

Pasal B

Sefiap orang sebagaimana dimaksr:d dala:n Pasal 5 huruf a, berhak:

a. rnendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seirnbang dan
dapat dipertan ggu* giarvabkan ;

b. rnemperoleh pelayanan kesehatan yang ama.Il., bermutu dan te{angkau;
c. rnendapatkan lingkungal yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 9

{t}" Setiap orang sebagaimana dirnaksud daiam Pasai 5 huruf a wajib :

a. menggunakan alat pelindung diri dengan memakai masker yang
menutupi hidung dan mulut hingga dagu, menjaga jarak, menghindari
kerumunan dan menjaga kebersihan;

b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air
mengalir;

c. pembatasan jarak fisik {ph&rsical rlistancing}; dan
d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS-

i2). Felaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungiarvab ter$pat
dan fasilitas umum sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan
huruf c, berkervajiban melakukan :

&. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi
untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengerrai
pencegahan dan pengendaliaa COVID- i9;

b" penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun ]'ang mudah diakses dan
rnemenuhi standar atau penl'ediaan cairan pernbersih tangan {ha*d
sanitizer);

c. upaya identi{ikasi (penapisan} dan pemantauan kesehatan bag,r setiap
orang yang akan beraktiiitas di lingkungan kerja;

d" upaya pengaturan jarak fisik {phgsical di'stancing};
e. pembersihan dan disinfek*l lingkungan secara trerkala;
i. penegakan disiplin pada peril.aku masyarakat yang berisiko dalarn

penularan dan tertularnya COVID-19; dan
g. fasilitasi deteksi dini dalam penangajlan kasus untuk mengantisipasi

pen-r.ebaran COVID- 1 9.



BAB III

SANKSI

Bagian Kesatu
Penerapan Sanksi

Pasal 10

(li. setiap orang, pelaku usaha, pengeiola, penyelenggara atau penanggung
jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berupa:
a. teguran lisan atau teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara operasional usaha; dan
d. pencabutan izin usaha.

(2). Sanksi pelanggaran penerapan protocol kesehatan dalam pencegahan dan
pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat i1) meliputi:
a. bagi setiap orang berupa :

1. denda administratif paling banyak Rp. 500.000,- {lima ratus ribu
rupiah); atau

2. kerja social {membersihkan ruas jalan/selokan/tempat
umumffasiiitas umum yang ditentukan dan rvajib mengenakan
atribut khusus yang dapat menunjukkan atau memberikan
informasi kepada masyarakat mengenai pelanggaran yang telah
dilakukan);

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab
tempat dan fasilitas umum :

1. teguran lisan atau t.eguran tertulis;
2. denda administratif paling banyak Rp. 500.0O0,- (lima ratus ribu

rupiah);
3. penghentian sementara operasional usaha; atau
4. pencabutan izin usaha.

{3}. Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat {21 harus
berdasarkan pertimbangan :

1. kemampuan dan kepatutan;
2. periindungan kesehatan masyarakat;
3. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas

umum pemerintahan yang baik;
4. non diskriminatif;
5. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang

diterapkan; dan
6. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan

Covid- 19.

(4). Dalam Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

berkoordinasi dengan Komando Distrik Militer 1608 Bima, Kepolisian
Resort Bima dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Pasal 1 1

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pada saat
operasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol penanganan
Covid- 19.



{1}. Denda administratif sebagaimana dimaksud daiam Pasal 1O ayat {2} w'ajitt

disetorkan ke Kas Daerah.

{2}. Satuan Polisi Pamong Praja menerbitkan sKDA-P3C berdasarkan bukti
pelanggaran dan dibirikan kepada peianggar untuk disetorkan ke Ka"s

Daerah.
{3}. Femba},afan denda administratif dapat dilakukan secara tunan-

i+i. eerrtut Srne-rSC sebagaimaaa dimaksud pada ayat {2}- sebagaimaea

tercantum dalam Lampiian yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari PeraturaR BuPati ini.

Bagian Kedua
Blanko/Tanda Bukti Peaerimaan Denda

Pasal 12

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

{1i. Bupati menugaskan Satuat Palisi Farnong Praja, BPBD dan Dinas

Kesehatan Xalupaten Birna untuk melakukan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini'
izl. Monitoring dan er.,aluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

dilakukan dalam bentuk pengawasan terh.adap peiaksanaan Peraturatl

Bupati ini.

BAB 1T

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 14

{1}. Bupati menugaskan BPBD, Dinas Kesehatan, satuan Polisi Pamong Praia

serta Dinas fomunikasi, inforrnatika dan Statistik Kabupaten Bima dan

perangkat daerah lainn3ra untuk melakukan sosialisasi terkait
info.rnasiledukasi cara pencegahan da' pengendalian COHD-19 kepada

masyarakat.
{2}. Dalam peiaksanaan sosialisasi sebagairnana dimaksud pada ayat {1}

d.engan melihatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi
dari:

a. tokch masyarakat;
tr. pemuka agama;
c. tokoh adat; dan
d- unsur mas3rarakat lainnYa.

BAB Yt
PEMBIAY,q,{N

Pasal 15

Segala bia1,a -Yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini
<]ib*ebanku., p*c*-Anggaran Pendap*.tan dan Belanja Daerah dan surnber-

*umber lain yang u"t dan tidak mengikat sesuai ketentuan Perat*ran

Kasi Kabid Sekrgtaris
Ferundang-undangan



BAB VII
KETE},TTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai trerlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Birna.

Ditetapkan di Bima
pada tangga.7, 2[ fuus f"C 2a2*

B BI

$x: *ti PUTRI

7iliundaagkan di Bima
pada tanggal, 3l 0 2*2*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA.

H.M" ?AUFIK HAK

BERiTA DAERAH KABUPATEN BrMA TAHUN 2A2A NOMOR Sg/



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya datam Berita Oaerah Kabup"aten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal, 31 Agustus 2O2A

BUPATI BIMA,

Ttd.

HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal, 31 Agustus 2O2O

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Ttd.

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2O2A NOMOR 581

Salinan sesuai dengan aslinya

AMAR MARUF
Nip. 196603111
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I}MPIRAN PERA'TURAN BTIPATI BIMA

NOMoR : 37 TA}IUN2020
TENTANG Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum protokol Kesehatan Sebagai upaya

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2O19.

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

SATUAN POLNI PAMONG PRAJA
Jalan SoekarnoHatta Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bima

SURAT KETETAPAN DENDA AI}MIIilSIIASI PELANGGARAN PROTOKOL
PENAI{GGUI,ANGAN' COVD-I9 (SKDA-P3C)

1. DasarHukum , Peraturan Bupati Bima Nomor3T Tahun 2020 tentetrgPeDerapan Disiplin dan Penegrlan Hukum protok6l Kcsehatan-' sebagai Upnl'a Penccgahan den Pengendelian Corona Virus Disease 2019.

Jenis Pelanggaran PEMBAYARAN
lI TT]NAI

1 setiap Orang yang melenogar ketentuan wajib menggunakan Masker ditemprtlfacilitas
umum yang telah direntukan dikenaknn denda administratifsebesarRp.lfiLflX),00 (seratus
ribu rupiah)

2 pihak penyelenggara l(€girtan yeng melanggar ketentuan lrclahsanaan kegiatEn seruai
dengan Protokd Kesehatan sebagai upaye pencegahan rlan pengendalian covid-l9 dar/atau
melrnggar kstentrai lamngsn melaknlan lregirten ymg telah ditetapkan, dikenakrn
denda rdminictratifrebesar Rp.200.0fi),fi1 (dua ratus ribu rnpiah);

3 setiap penguruJpengelola dan/atau pnanggungfawrb tempsufirilihs umum/tempat
kerja/tsmpit uraha/teinpat lbadah yang melrnqgrr ketcntuan pem€muhrn ryrnt wajib bagi
suatu temprtlfrilitar Bmuil/tcmpat kerja/tempat Blha/temprt ibedeh scruai tlelgen
Pmtokol Kerehetan scbagal upaya penccgahan dan pengendalian Covid-I9 dilcnrkrn
tlenda odminfutratif sebesar Rp.5fl).0fil,lXl (ime ratus rlbu rupiah)

Iil. Jdentirac

PekerJaan
Alrmat

TTD.

IV. Pasal Yr

V. Jumlah Dendr

Xepala Satuan Polisl Pamong Praja
lGbupatcn Bima,

TTD

lflP,

BLIPATI BIMA,

Ttd.

HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEP BAGIAN HUKUM,

AMAR MARUF
Nip. 1966O3111993031


